
PBRA7URAN DAERAW K A B U P A T E N R O T E NC^AO 
N0IV10R4TAHUN 2004 

TENTANG 
P A J A K RUMAH MAKAN DAN R E S T O R A N 

DENGAN RyC^HMAT TUHAN YANG MAMA E S A 

B U P A T I R O T E NDAO 

Menimbang: a. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1S99 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah 
dtberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur 
daerahnya sendiri; 

b. Sahwa dengan ditetapkannya Undang-undang, Nomor 34 
Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang 
Momor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur 
tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-
undang dimaksud; 

c. Bahwa pajak Rumah Makan dan Restoran merupakan 
salah satu pendapatan daerah yang penting guna 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
pembangunan untuk memantapkan otonomi daerah yang 
lua-'-;, nyata dan bertanggungjawab; 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terscbut 
pada huruf a . huruf b, dan huruf c di atas maka dipandang 

, perlu ditetapkan Peratutan Daerah tentang Pajak Rumah 
Makan dan Restoran. 

Mengingat ; 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3209) ;' 

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 
Ponyelesaian sengketa pajak ( Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Nogara Nomor 
3684 ) , 

3. Undang ~ undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 4 1 . Tambahan Lernbaran Negara Nomor 
3685 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang -
undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 246. Tambalian- Uon-ibaran Negara Nome; 
4048 ) ; 
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4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Tahun 1997 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara 
Nomor 3686) ; 

5. Undang ~ Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negata Tahun 1999 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 8 3 9 ) ; 

6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, 
Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3 8 4 8 ) ; 

7. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
j Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 
Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ; 

5 Undang - undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa 
Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 2002, Nomor 
22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 1 5 4 ) ; 

9, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 tahun 1961 
lentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3258 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daorah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 1 3 6 ) ; 

H .Keputusan Menterl Dalam Negeri dan Otonomi Paerah 
, Nornor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara 

Pungutan Pajak Daerah; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan 
d;.Bidang Pajak Daerah ; 

13. Kcputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi 
Muatan Produk-produk Hukum Daerah; 

14. Keputusan Menteri Datam Negeri dan Otonomi Daerah 
J Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk 
; Hukum Oaerah ; 



15. Koputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan 
Produk Htikum Daerah ; 

16. Koputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan 
Berita Oaerah ; 

17. Poraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 
2003 Tontang Pembentukkan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Rote 'Ndao (Lembaran 

, Daerah Kabupaten Rota Ndao Tahun 2003 Nomor 003 
Seri D Nomor 001). 

Dengan persetujuan 

DEWAN P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H 
. : ' K A B U P A T E N R O T E NDAO 

• I j ' M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N DAERAH KABUPATEN R O T E NDAO 
TENTANG P A J A K RUMAH MAKAN DAN R E S T O R A N . 

B A B I 
K E T E N T U A N UMUM 

Pasal 1 

Datam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao; 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Pcrangkat Daerah 

Otonom yang lain sebagai Gadan Eksekutif Daerah; 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao; 
4. Pojabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang 

Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku; 

5. Penyidik Pegawai Negeri SipU yang seianjutnya disebut P P N S adalah 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
yang berv/ev/enang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan 
penyidikkan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; 

S. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

7. Pajak Rumah Makan dan Restoran yang seianjutnya disebut pajak 
adalah pungutan daerah atas pelayanan Rumah Makan dan Restoran; 

8. Rumah Makan dan Restoran adalah tempat menyantap makanan 
dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak 
termasuk usaha jasa boga dan katering; 

9. Pengusaha Rumah Makan dan Restoran adalah perorangan atau Badan 
yang menyelenggarakan usaha Rumah Makan dan Restoran untuk dan 
atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi 
tanggungannya; 



10. Pajak Daerah yang selanjutnys) disebut pajak adalah iuran wajib yang 
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kopada daerah tanpa imbalan 
langsung yang seimbang. yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah; 

11 . Badan adalah sekumpulan orang dan/atau persekutuan hukum yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
comanditer, perseroan lainnya. badan usaha- miiik negara atau daerah 
dengan.nama dan dalam bentuk apapun.tinria, kongsi. koperasi. dana 
pensiun. pofsekutuan. perkumpulan. yayasan, ^ organisasi massa. 
organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis. lembaga, bentuk 
usaha tctap, dan bentuk badan lainnya; 

12. Obyek Pajak Rumah Makan dan Restoran adalah pelayanan yang 
disedtakan Rumah Makan dan Restoran pembayaran; 

13. Subyek Pajak Rumah Makan dan.Restoran adalah orang pribadi atau 
badan yang melakukan perhbayaran- kepada . Riimah Makan -dan 
Restoran; . " v- ; •••' 

14. Wajib Pajak Rumah Makan dan Restoran adalah Pengusaha Rumah 
Makan dan Restoran; 

15. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) 
bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan 
Kepala Daerah; 

16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) 
tahun takvvin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang 
Vidak sama dengan tahun takwin; 

17. Pajak Yang Terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat 
daiam masa pajak, dalam tahun pajak atau datam bagian tahun pajak 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 

18. Pemungutan-adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak 
atau retribusi yang terhutang sampai kegiatan^penagihan pajak atau" 
retribusi kepada wajib pajak atau v\/ajib .retribusi serta pengavyasan 
penyetoran; 

19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang seianjutnya disingkat S P T P D 
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan 
obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan Perpajakan Daerah; 

20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang seianjutnya disingkat S S P D , adalah 
Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau 
ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 

2 1 . Sorat Ketetapan Pajak Daerah, yang seianjutnya disingkat S K P D adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumiah pokok pajak 
yang terhutang; 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. yang seianjutnya disingkat 
. S K P D K B adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 

jumiah pokok pajak, jumiah kredit pajak. jumiah kekurangan pembayaran 
pokok pajak, bes^mya •&anks4 admJoistrasi* dpn jumtatryang; masJb hanjs 
dibayar; 
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23. Kctctapn.n Pajak Oaerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
solanjuinya disingkal S K P D K B T . adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumiah pajak yang tctah ditetapkan; 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar. yang seianjutnya disingkat 
SKPDL3, adi\\al-\ ketetapan pajak yang menentukan jumiah 
kolcbihan pemboyaran pajak daerah karena jumiah kredit pajak lebih 
becar dari pada pajakyang terhutang atau tidak seharusnya terhutang; 

25. Surat Kotetopnn Pajnk Oaerah Nihil, yang seianjutnya dfsingkat S K P D N , 
adaiah surat ketotapan pajak yang menentukan jumiah pokok pajak yang 
terhutang sama besarnya dengan jumiah kredit pajak, atau pajak tidak 
terhutang dan tidak ada kredit pajak; , 

26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang seianjutnya disingkat STPD, adalah 
surat untuic melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi 
bea;pa bunga dsn/atau denda; 

27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yi^ng membetufkan 
kcsalahan tu!is, kesal^jian hltung dan/atau kekeWruan da]am ponerapan 
keicntu^.n ter'cen'tu dalr.m peraturan Perundang-undangan Perpajalcan 
Daerah yang t^rdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketotapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Dacrah; 

28. Si-irat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap Suiat Ketetapan Pajak Daerah. Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Ketetap3,n Pajak Daerah Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Nihil atau ierfiadap Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak 
Koliga y:;ng di-ajukan oleh wajib pajak; 

23 . Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadsp lurnt. koputus^n keberatan yang diajukan oleh wajib pajak; 

30. P.^in-lJL'kunn 5dr iah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
ieratur untuk mengurnpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi 
hir.rta, k&vvc.jibar., modal. penghasilan dan biaya serta jumlah harga 
p-^rolennn G£;n penyershan barang atau jasa, yang ditutup dengan 
ivenyusun laporan keuangpn berupa neraca dan laporan rugi iaba pada 
setiap tahun paj?-;k berakhir. 

B A B II 

NAMA, O B Y E K DAN S U B Y E K P A J A K 

. Pasal 2 

(1) Numa .Pcjak ini adalah Pajak Rumah Makan dan Restoran; 
(2) Obyek Pajak Rumah Makan dan Restoran adalah pelayanan yang 

disediakan oleh Rumah Makan dan Restoran dengan pembayaran; 
(3) Subyek Pajak Rumah Makan dan Restoran adalah orang pribadi atau 

badan yang nielakukan pembayaran kepada Rumah Makan dan 
Rc-:.iorar\

Pasal 3 

Wajib Paiak Rumah Makan dan Restoran adalah Pengusaha Rumah Makan 
dan RGstorriH. 



B A B Ml 
D A S A R P E N G E N A A N DAM T A R f F P A J A K 

Pasal 4 

Dasar Pengenaan Pajak Rumah Makan dan Restoran adalah jumiah 
pembayaran yang dilakukan. kepada Pengusaha Rumah Makan dan 
Restoran. 

Pasai 5 

Tarif Pajak Ruxnah Makan dan Restoran sebesar 10% (sepd^uh persen): 

B A B IV 
W I L A Y A H PEMUNGUTAN DAN C A R A PENGHITUNGAN P A J A K 

i i Pasal 6 

(1) Pajak Rumah Makan dan Restoran yang terhutang dipungutdi wiiayah 
Daerah tempat Rumah Makan dan Restoran bertokasi; 

(2) Sesarnya Pokok Pajak Rumah Makan dan Restoran yang terhutang 
dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa ! 4 Peraturan Daerah ini. 

B A B V 
MASA P A J A K , S A A T P A J A K T E R H U T A N G DAN 

S U R A T P E M B E R T A H U A N P A J A K D A E R A H 

Pasal 7 

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin 
merupakan waktu untuk menghitung besarnya pajak terhutang. 

Pasal 8 

Saat pajak terhutang terjadi pada saat pcJayanan Rumah Makan dan 
Restoran dalam masa pajak. 

Pasal 9 

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi S P T P D ; 
(2) S P T P D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasat ini harus diisi 

dongan je las/benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak 
atau kuasanya; 

(3) S P T P D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan 
kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah 
berakhimya masa pajak; 

(4) Bentuk. isi dan tata cara pengisian SPTFD ditetapkan oieh Kepafa 
Daerah. 



J 
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B A B VI 

I T A T A C A R A P E R H I T U N G A N DAN P E N E T A P A N P A J A K 

I Pasal 10 
i 

Berdasarkan S P T P D sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) 
Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah mcnetapkan pajak terhutang 

i dengan menerbitkan S K P D ; 
I (2) ApabiJa S K P D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau 
j Icurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
; S K P D diterirna, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % 

(dua persen) sebulan dan ditagih dengan inenerbitkan S T P D . . 

^ ^ Pasal 1 1 ^ 

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri S P T P D sebaga/mana dimaksud 
dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk 
menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang 
terhutang; 

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, 
Kepala Daerah dapat menerbitkan: 
a. S K P D K B ; 
b. S K P D K B T ; 
c. S K P D N . 

(3) S K P D K B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasa) ini 
ditetapkan: 
a. Apabiia berdasarkan hasll pemehksan atau keterangan lain pajak 

yang terhutang tidak atau kurang dibayar dikonakan sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitLing 
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 (du£ .̂ puluh empat) bulan dihitung sejak saat 
terhutangnya pajak; 

b. Apabiia SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang 
ditentukan dan telah ditcgur secara tertuJis, dikenakan sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua person) sebulan dihitung 
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak seiat 
terhutangnya pajak; 

c. Apabiia kewajiban mengisi S P T P D tidak dipenuhi. pajak yang 
terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 2 5 % (dua puluh lima persen) dari pokok 
pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua 
persen) sebuian dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat terhutangnya pajak; 

(4) S K P D K B T sobagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini 
diterbttkan apabiia ditemukan data baru atau data yang semula belum 
terungkap yang menyebabkan penambahan jumiah pajak yang 
terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 
100% (seratus persen) dan jumiah kekurangan pajak tersobut; 

(5) S K P D N sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hunjf c p^sal ini 
diterbltkan apabiia jumiah pajak yang terhutang sama besarnya dengpn 
jumtah krodft pajsk atiaj pajak tidak tariiutang daniidak-ada kredtt pajak: 



(6) Apabiia kewajiban membayar pajak torhutang dalam S K P D K B dan 
S K P D K B T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini 
tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, 
ditagih dengan menerbitkan S T P D drtambah dengan sanksi administrasi 
berupa denda 2% (dua persen) sebulan; 

(7) Penambahan jumiah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) pasal ini tidak dikenakan apabiia Wajib Pajak melaporkan sendiri 
sebefum dilakukan tindakan pemeriksaan. 

B A B vir 
T A T A C A R A P E M B A Y A R A N DAN P E N Y E T O R A N P A J A K 

Pasal 12 ' 

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang 
ditetapkan oleh Kepala Daerah maupun oleh instansi pemungut melalui 
Bendahara Penerima / Penyetor yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; 

(2) Bendahara Penerima / Penyetor wajib menyetor secara Bruto ke kas 
daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam kecuali hari libur; 

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
pasal ini dilakukan dengan menggunakan S S P D ; 

(4) Apabiia Bendahara Penerima / Penyetor lalai melaksanakan ayat (2) 
pasal ini dikenakan sanksi 2% (dua persen) dari setoran bruto. 

Pasal 13 

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas; 
(2) Kepala Daerah- dapat rnemberikan persetujuan kepada Wajib Palak 

untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, sstelah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan; 

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)pasa! 
ini harus dilakukan secara teratur dan borturut-turut dengan dikenakan 
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumiah pajak yang belum 

'atau kurang dibayar; 
(4) Kepala Daerah dapat membenkan per^etujuan kepada Wajib Pajak 

untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan 
seteiah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumiah pajak yang t>elum 
atau kurang dibayar; 

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta 
tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Kepaia Daerah. 

Pasai 14 

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal (13) 
Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat 
dalam buku penerimaan; 

(2) Bentuk. jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan 
pajak sobagatmano- dimaksud^pad^. ayst ft-)- pasaf Jm ditetapkan oleh 
Kepaia DKierah. 



B A B Vlil 
B iAYA PEMUNGUTAN 

. Pasal 15 

(1) Kepada Instansi Pomungut diberikan Insentif sebesar 5% (lima persen) 
dari setoran Bruto; 

(2) Tata cara pembayaran upah pungut disesuaikan dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

B A B IX 

T A T A C A R A PENAGIHAN P A J A K 

Pasal 16 

(1) Sural teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai. 
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari 
sejak saat jatuh tempo pembayaran; 

(2) Dalam jangka v^aktu 7 (tujuh) hari setelah tanggai surat teguran atau 
surat peringatein atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus 
melunasi pajak yang terhutang; 

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat. 

Pasal 17 

(1) Apabiia jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam 
jangka walctu sebagairnana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat 
Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumtah pajak yang harus dibayar 
ditagih dengan Surat Paksa ; 

(2) Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua 
puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Penngatan atau 
surat lain yang sejenis, 

Pasal 18 

Apabiia pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 
jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera 
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 

Pasai 19 

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang 
pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari scjak tanggal peiaksanaan Surat 
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang benrt/ewenang atau ditunjuk 
mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor 
Leiang Negara. 

Pasal 20 

Setelah Kantor Leiang Negara menetapkan hari, tangga), jam dan tempat 
pelaksanaan leiang, Juru Sita memberltahulcan dengan segera secara 
tertulis kepada Wajib Pajak. 
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Pasal 21 

Bentuk, jenis dan isi forrriulir yang dipergunakan untuk pelaks&naan 
penagihan pajak daerah ditotapkan oleh Kepaia Daerah. 

B A B X 
PEMGURANQAN, KERINGANAN DAN 

i P E M B E B A S A N P A J A K 

I .J j Pasai 22 

(1) Kepala Daerah bordasarkan permohonan Wajib, Pajak dapat 
memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; 

(2) Tata cara pemberian pengurangan. keringanan dan pembebasan pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepafa 
Daerah. 

B A B X! 
T A T A C A R A P E M B E T U L A N , P E M B A T A L A N , 

P E N G U R A N G A N K E T E T A P A N , DAN P E N G H A P U S A N A T A U 
P E N G U R A N G A N S A N K S I ADMINISTRASI 

Pasal 23 

(1) Kepala Daerah karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak 
dapat: 
a. Membetulkan S K P D atau S K P D K B atau S K P D K B T atau S T P D yang 

dalam penerbitannya terdapat i^esaiahan tulis, kesaiahan hitung dan 
atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Penjndang-undangan 
Perpajakan Daerah; 

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; 
c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa 

bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam ha( sani<si 
tersebut dikenal<an karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 
kesalahannya. 

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau S K P D , 
S K P D K B . S K P D K B T , dan S T P D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pasai ini harus disampaikan secara tertulis oieh Wajib Pajak kepada 
Kepala Daerah. atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
sejak tanggal diterima S K P D . S K P D K B . S K P D K B T atau S T P D dengan 
memberikan alasan yang jelas; 

(3) Kepala Daerah atau Pejabat yang berwewenang atau ditunjuK paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus diberikan keputusan; 

(4) Apabiia setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan 
keputusan, permohonan pembetulan. pembatatan, pengurangan 
ketetapan dan penghapusan atau jjongurangan sanksi administrasi 
dianggap dikabulkan. 
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B A B XII 
K E B B R A T A N DAN BANDING 

Pasal 24 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepaia Daerah 
atau Pejabat atas: 
a. S K P D ; 
b. SKPDKB: 
c. S K P D K B T ; 
d. S K P D L B ; 
e. SKPDN. 

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal 
ini harus disampail<an secara tertulis daiam bahasa indonesia paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal S K P D . S K P D K B , SKPDKBT, S K P D L B . 
dan S K P D N diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabWa Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka v/aktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan di luar kekuasaannya; 

(3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka v/alctu paling lama 12 (dua 
belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima sudah memberikan keputusan; 

(4) Apabiia setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat ttdak 
memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dlkabulkan; 

(5) 'Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
tidak menunda kev/ajiban membayar pajak. 

Pasal 25 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Sadan Penyeles,'jian 
Sengketa Pajak dalam jangka walctu 3 (tiga) bulan .setelah diterimanya 
Keputusan keberatan dari Kepala Daerah atau Pejabat; 

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasaf ini tidak 
menunda kewajiban membayar pajak. 

Pasal 26 

(1) ;.Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 
' Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 
25 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan 
pembayaran pajak dikembalikan dengan d/tambah imbalan bunga 
sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan; 

(2) Apabiia keberatan dan banding dari Wajib Pajak teiah mendapat 
keputusan yang tetap Kepala daerah wajib melaksanakannya. 

B A B Xi l ! 
P E N G E M B A L I A N KELEBJHATsl P E M B A Y A R A N P A J A K 

; Pasal 27 

(1) Kepala Daerah atau Pejabat atas permohonan wajib pajak 
mengembalikan keiebihan pembayaran pajak; 



(2) Kepala Daerah atau Pejabat <Ja!am jangka waktu paling lama 12 (dua 
belas) bulan s©Jak diterimanya pormohonon pengombaiian kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana ^Imgtejud pada ^ygit (1) pasal ini harus 
memberikan keputusan; 

(3) Apabiia dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada,ayat (2) pasal 
ini dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap 
dikabulkan dan S K P D L B harus ditorbitkan dalam waktu paling (ama 
1 (satu) bulan; 

(4) Apabiia WajiD Pajak mempunyai utang pajak (ainnya, kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini 
langsung diperhitungkan untuk melunasi teriebih dahulu utang pajak 
dimaksud; 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu 
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya S K P D L B dengan 
rnenerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ; 

(6) Apabiia pengembalian kelebihan membayar pajak dilakukan sefelah 
iewat walctu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan S K P D L B , Kepala Daerah 
atau Pejabat rnemberikan imbaian bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelobihan pajak. 

Pasal 28 

Apabiia kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak 
tainnya. sebagaimana dimaksud dalam pasai 27 ayat (4) Peraturan Daerah 
ini pembayaran dilakukan dengan cara pemlndahbukuan dan bukti 
pemindahbukuan juga berlaku s6bagai bukti pembayaran. 

B A B XIV 
K A D A L U W A R S A 

Pasal 29 

(1) Hak untuk metakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui 
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak. 
kecuaii apabiia Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dt bidang 
Perpajakan Daerah; 

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sobagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pasal ini ditangguhkan apabiia: 
a. DiterbHkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau; 
b. Ada pengakuan tiutang pajak dari Wajlb Pajak baik langsung maupun 

tidak tangsung. 

, B A B X V 
I KHTErJTUAN PIDANA 

I s . 
I : ] Pasal 30 

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya melanggar ketentuan dalam pasal 
10 Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan pidana kurungan paling 

• l^ma 6 (enam) bufan dan atau d«nda palinfl banyak 2 (dua) kali jumlah 
pajakyang terhutang; 
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' (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 10 
Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 
2 (dua) tahun dan atau denda^ iUTg- to ryak-4 (empatj kali jumlah pajak 
yang terhutang; 

I (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah 
i pelanggaran. 
i 
\l 31 

; Tindak pidana sebagaimana dimaksud dafam pasai 30 Peraturan Daerah ini 
\k dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat 
j terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Psjak atau berakhirnya Tahun 
; Pajakyang bersangkutan. 

B A B XVI 
PENYIDIKAN 

Pasal 32 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
dib.eri v^ewenang khusus sebagai Ponyidlk untuk molakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasa) ini 
adalah: 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan menetiti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah 
agar keterangan atau laporan tersebut rnenjadi lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah; 

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan 
Sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah; 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana dt bidang perpajakan daerah; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta metakukan 
penyilaan terhadap barang bukti; 

f. Daiam keadaan perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan 
penyitaan tanpa surat ijin terlebih dahuiu. sesaat setelah melakukan 
penyitaan perlu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri 
setempat; 

g. Meminta bantuan tenaga ahli daiam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 

h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 
sebagatmana dimaksud pada huruf e di atas; 

i. Memotret seseorang yang berkaitart <;Sor>saf> tmdak pklana perpajakan 
daerah; 

j . Momanggil orang untuk d i d ^ ^ i ^ k;a^^^angan^ya dan diperlksa 
sobagai tersangka a iau saks i ; 

k. Mengh^ntfksnponvJdikan; 



I MoInK'jK;.i!i 'uiid.'iKaii lain yyng perlii untuk keiancaran penyidiKan 
tuidak p idntK! c\\y perpajakan Onorah menurut hukufn ynng 

Jap:!! ! i ; - M M : ! lOjaw^ajkan. 
i:, IM'MS '.. i);inU:an loi-.hiv-. iX'dyiciiKan Oi-.ri pOiiyiOii; 

i ) ! l-'uMyidiK ii/ijagaiMi-uia (.!:iiiUK;;uc! ;'K;do ayat H ) pasal im MiuiiiUt,-iilaiiuKaii 
diniulaiiiya [)eriyKiiKaa clan luenyarripciikaii l!a::*il ixjiiyidii-.aiiay.. i\'jp.-.i.J.; 
Peniuiu.ii Uduiin 

B A B XVII * 
KfcTENTUAN PENUTUP 

Pasal 33 

'-1) Hal-hal yaiig bcHurn diaiur dalani Peraturan Daerah ini sepaniancj 
nienyenai ijelaksafiaannya akan ditelapkan dengaii Keputusan Kepala 
Daoiah; 

.-:) Dengan tjeilaKuiiya t-'eraluran Oaerah ini tnaka segala Keieniuan y:3ng 
mengatur lentang Pajak Rumah Makan dan Resloran dinyatakan tidak 
berlaku lagi. 

Pasal 34 

Peratuian Oat^jrah ini iiiulai bcerlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar seliap oiang Oapal inengetahuinya, menierintahkan pengundangan 
Peratuian fJaerah ini denyan penempalannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Rote Ndao. 

Ditstapkan di Baa 
_^ -̂,-gada tangga! 11 Pebruari 2004 

. . !. .... . / I , 
DAO 

<::••:•/•.'' GHRiST-IAN NEHEMIA DILJ-A?^f-^ 

Diundangkan di Baa 
J?iV0.aJanggal 14 Pebruari 2004 

/ ^ ^ P l t . Sekret^rii; Daeiah Kabupaten Role Ndarj 
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P E M J E L A S A N 
A T A S 

PERATURAW D A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO 
NOMOR 4 TAHUN 2004 

TENTANG 
P A J A K RUMAH MAKAN DAN R E S T O R A N 

UMUM 
Pajafc Rumah Makan dan Restoran sebelum berlakunya Undang-undang 
Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 
sumber pungutan Retribusi Daerah. 
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahian 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, maka pertu dilakukan perubahan dan 
penyempurnaan seperlunya mengenai Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao menetapkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Pajak Rumah Makan dan 
Restoran. 

n. P A S A L DEMI P A S A L 
Pasal 1 Angka 1 .̂/d 3 

Angka 4 

Pasal 2 s/d 27 
Pasal 28 

P a s a l 29 s/d 34 

Cukup Jelas 
Pejabat Yang Bewewenang adalah 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang 
berdasarkan kewenangan Kepala Daerah 
ditunjuk untuk melakukan penagihan 
Pajak. 
Cukup Jelas 
Kelebihan pembayaran pajak oleh wajib 
pajak diperhitungkan untuk menutup 
kewajiban pembayaran utang pajak lain 
merupakan hal prioritas. 
Cukup Jelas 

TAfWlBAHAN LEMBARAN DAERAH K A B U P A T E N R O T E NDAO 
NO^MOR 003 


